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BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2022;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang
undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan  Dacrah (Lembaran  Negara  Repubhik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemernntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan
Evaluast Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisast  Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-
2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor S
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 53);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 147).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;

2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
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BAB II

RKPD
Pasal 2

Bupati menetapkan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025,
mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil
pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan
sistematika penyusunan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab IV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab VII Penutup.

Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai:

a.

b.

(1)

(2)

pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;

pedoman penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.

BAB 111
PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi dasar dalam penyusunan
KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 untuk menyvusun
Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
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ALY IV
ProNUTTOR
Pannl 7/

Peraturan Buapate i ol herldon padi tangeal dinndanglan

Apiat sctinp orang mengetalinnya, memerintahlkan pengundangan Peraturan
Pupate i dengan penempatannya daliom Beriti Daerah Kabupaten Palkpak

hiarat

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI PAKPAK BHARAT,

-

IFRANC BIERNHARD TUMANGGOR

Dinndangkan ci Salak pada
tangeanl 7 Juli 2021

SEKRIETARIS DAKRAH KABUPATICN PAKPAK BHARAT,

SAHAT BANURICA

BERITA DAKRAH KABUPATIEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2029 NOMOR 47
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2022
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